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Mengmgat a. Undang-Undang Nomor i fahun 20i5 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pernilihan
Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i7 Nomor i82, fambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pernilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan lnformasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);

f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
jaringan iSokumentasi dan intormasi Hukum .Sadan
Pengawas Pemiihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Sekretariat Badan Pengawas Pe1111iihan Umum Provinsi, 
Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 

h. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUfUsKA.N 

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 
fnformasi Hukum Badan Pengawas Pemllihan Umum Rota 
Tomohon dengan susunan personalia sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I Kepu tusan ini; 
Tim Pengelola JDIH Sawaslu Kota Tomohon sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas 
meiakukan pengumpuian, pengoiahan, penyunpanan, 
pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum- dan 
Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kota Tomohon. Serta menyelenggarakan fungsi: 
a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan

Informasi Hukum;
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi

Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum

ke daiam situs res1111 Jf>IH Bawasiu ;
e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum

secara fisik dan nonfisik;
f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi

Hukum dan sistem informasi JDIH Sawaslu Kota
Tomohon;

g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum;

h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH
Bawaslu di lingkungannya; dan

L Eva1uasi dan pelaporan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengeloia JDIH 
Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam 

htttps://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Tomohon

https://v3.camscanner.com/user/download


,,......, 

I 
I 

KEEMPAT 

diktum KESAfU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu 
Kota Tomohon; 
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian 
hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Dhetapkan di : TOMOHON 
Pada Tanggal : 7 Januari 2026 
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